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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

La

o1,

BUPATI PURBALINGGA,

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun
Anggaran 2006, maka maka perlu dilakukan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Purbalingga Tahun 2006 sebagai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2006;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Nomor 42 Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021)
yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 41
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Purbalingga  Nomor 41
Tahun 2005);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9
tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2006);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2006);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Purbalingga  Nomor 12
Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2006.



Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebagai
berikut :
a. Pendapatan Rp. 514.030.873.487
b. Belanja Rp. 478.543.635.074
Surplus Rp. 35.487.238.413
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp.40.882.222.808
- Pengeluaran Rp. 4.351.370.171
Surplus/(Defisit) Rp. 36.530.852.637

Pasal 2

(1) Selisih  anggaran  dengan  realisasi ~ pendapatan  sejumlah
Rp 12.096.834.487 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 501.934.039.000
b. Realisasi Rp. 514.030.873.487
Selisih lebih/(kurang) Rp. 12.096.834.487

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp 59.986.034.926 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja
setelah perubahan Rp. 538.529.670.000
b. Realisasi Rp. 478.543.635.074
Selisih lebih/(kurang) Rp. 59.986.034.926

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp (1.108.392.587)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Defisit setelah perubahan Rp. (36.595.631.000)
b. Realisasi Rp. 35.487.238.413
Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.108.392.587)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 64.778.363
dengan rincian sebagai berikut :
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a. Penerimaan
1). Setelah perubahan Rp. 41.031.350.000
2). Realisasi Rp. 40.882.222.808
Selisih lebih/(kurang) Rp.  (149.127.192)

b. Pengeluaran
1). Setelah perubahan Rp. 4.435.719.000

2). Realisasi Rp. 4.351.370.171
Selisih lebih/(kurang) Rp. 84.348.829
Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada
tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah
sebagi berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 1.051.287.398.406
b. Jumlah Utang Rp. 2.294.651.137
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.048.992.747.269

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada
tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas
sejumlah Rp 72.055.366.050 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 40.168.850.740

b. Jumlah penerimaan kas Rp. 537.746.847.297
Rp. 577.915.698.037
c. Jumlah Pengeluaran kas Rp. 505.860.331.987

d. Saldo kas 31 Desember 2006 Rp. 72.055.366.050

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih
lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran | . Laporan Realisasi APBD Kabupaten Purbalingga
untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31
Desember 2006

-7-



2. Lampiran Il : Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31
Desember 2006

3. Lampiran 1l : Laporan Arus Kas Pemerintah  Kabupaten
Purbalingga Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai
Dengan 31 Desember 2006

4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran | sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Purbalingga
Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Mei 2007
Nomor 8 Tanggal 25 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
SUBENO cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO



